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Abstrak

Tulisan ini fokus pada kriteria perbuatan makar (al-baghy)
dalam perpspektif fikih perbandingan, terutama ijtihad kalangan
Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Syiah Zaidiyah, dan
D:zahiriyah. Tulisan ini juga hendak menyajikan model perbuatan
yang oleh para ulama dapat dikategorikan sebagai perbuatan
makar, yaitu Khawarij.  Malikiyah termasuk mazhab yang
cenderung longgar dalam merumuskan perbuatan yang
dikategorikan sebagai makar. Sedangkan Hanafiyah dan
Hanabilah cenderung lebih ketat dibanding Malikiyah dalam
merumuskan kriteria perbuatan makar (al-baghy). Ada pun
Syafi’iyah, dapat ditempatkan sebagai tokoh moderat yang berada
di tengah-tengah antara Hanafiyah-Hanabilah dan Malikiyah.

Kata Kunci: al-baghyu, makar, hukum Islam

A. Pendahuluan

Al-baghy menurut bahasa adalah menuntut sesuatu, seperti
kata <l 3 cuxy maksudnya, jika seorang mengatakan < artinya
. culls seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT., dalam surat
al-Kahfi,(18):64 berikut ini : (VA:1%, cagSl) g bS Lol JB

Kemudian Al-baghy mengalami perluasan makna seperti
apa yang dikenal masyarakat , yaitu menuntut sesuatu yang tidak
sah berupa keburukan dan kedzaliman. Secara bahasa, Al-baghy
dapat juga terjadi untuk sesuatu yang benar, seperti tertuang dalam
Al-Qur’an surat al-‘ Araf,(7):33, yaitu:
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Para ulama berbeda pendapat ketika mendefinisikan makrg
17 N3 »I’- N
ichagfiv Menurut madzhab maliki . vang dimaksud densan

hag/n: adalah menolak untuk taat kepada kepala Negara 5an
drangkat secara sah dan memimpin atau memerintah dencan adil
ghoir-ma’shiyat) disertai argumentasi- argumentasi dan usaha-
usaha untuk menjatuhkan pemerintah tersebut Sedangkan vang
dimaksud dengan hughar ialah golongan orang mushm van:
menantang  kepada Negara atau wakil- wakilnya dengan cara
menolak kebenaran ( legalitas) dan kebijakan-kebijakan yang
diperintahkan ' "

Madzhab Hanafiy memberikan definisi A/-baghy scbagai
tindakan keluar dari ketaatan terhadap imam yang benar ( sah )
dengan tanpa hak. Sedangkan bughar adalah orang yang keluar dari
ketaatan imam yang hak dengan cara yang tidak hak ’

Madzhab Syafi’iy menyebut bughat sebagai orang-orang
muslim yang menyalahi iman dengan cara keluar dari ketaatan
kepadanya dan meninggalkan kepemimpinan atau menolak
kebenaran yang diperintahkan. Penolakan tersebut disertar dengan
argumentasi dan memiliki pemimpin yang harus ditaati. Dengan
kata lain, orang-orang yang keluar dari ketaatan yang disertal suatu
argumentasi yang tidak sah. Ketidaksahannya itu tetap berlaku
selama mereka masih memiliki persenjataan yang kuat dan besar
serta memiliki imam yang ditaati. Oleh karena itu, menurut
Syafi’iyah Al-baghy adalah keluarnya sekelompok orang ( jamaah )
yang memiliki persenjataan dan memiliki imam yang ditaati
dengan argume:ntasi.3

Hanabilah berpendapat bughat adalah orang-orang yang
keluar dari imam, meskipun ia tidak adil, dengan disertai
argumentasi yang lemah dengan memiliki i~;enjata dan memilikt
imam, meskipun pemimpin itu tidak ditaati. Sedangkan menurut
Zhahiriyah, Al-baghy ialah keluar dari imam yang hak dengan
argumentasi yang salah menurut agama atau keluar karena alasan
agama.

Syi’ah Zaidiyah berpendapat bughat ialah orang yang
menyatakan bahwa merekalah — yang benar dan menilal
pemerintahan sebagai pemerintahan yang bathal dengan melakukan
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penyerangan. Mereka biasanya memiliki senjata dan menycrang
atas perintah imam. Oleh karema itu, Al-bughy ialah keluar dan
ketaatan atas imam yang benar dari segolongan orang yang
menmiliki senjata. °

Munculnya perbedaan pendapat di antara para ulama itu
semata-mata didasari oleh perbedaan-perbedaan syarat yang wajib
dipatuhi tentang bughat dan bukan didasari adanya perbedaan
rukun-rukun yang mendasar tentang bughat. Usaha-usaha para ahli
fikih itu dengan harapan supaya ta’rif itu bersifat melingkupi dan
membatasi.’

Menurut Abd al-Qadir Audah, Al-baghy ialah keluar dan
iman dengan tujuan meruntuhkan kekuasaan imam tersebut.”

B. Al-Baghy dalam Al-Qur’an dan Sunnah

Surat al-Hujurat,[49] ayat 9 adalah salah satu landasan yang
digunakan oleh para ulama ketika memutuskan aturan hukum yang
berkenaan dengan Al-baghy dan al-bughat, ayat yang dimaksud
adalah :

Chiis) &35 O Wby 1ol Wl Gt 6 ol O3
R P I
Sl il L4 A O 135 JIal
“Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang,
damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari dua golongan
itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah
golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah SWT.; jika golongan itu telah kembali
(kepadu perintah Allah ), damaikanlah keduanya dengan adil dan
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil.” (al-Hujurat,[49]: 9).
5 ¢ 9 ] Yo JE o 10 B2 2 {Jo}"‘:
555 RS 15 18555 G 1pelioll B Oy
“sesungguhnya  orang-orang  mukmin ifu adalah

bersaudara, oleh sebab itu, damaikanlah antar kedua saudaramu
dan bertak-walah kepada Allah  supaya  kamu mendapat

rahmat.” (al-Hujurat,[49]:10)

n\
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Berdasarkan kedua ayat terscbut, ulama mengembangkan
batasan pokok vang harus ada dalam tindakan Al-baghy dan sangs)
bagi pelakunya, vaitu: (1). Kedua golongan yang berseteru haruslah
berstatus schagar mukmin; (2). Upaya damai adalah suatu upaya
vang harus menjadi priontas; (3). Membela pihak yang didzalim,
(4). Mencan solusi perdamaian dengan cara menyusun draft
perdamaian yang betul-betul adil: (5). Meyakinkan pihak-pthak
vang bertikai bahwa mereka adalah bersaudara. °

Lebih lanjut Moh.Najib menjelaskan bahwa dua ayat di atas
berkaitan dengan persoalan “keluar dari penguasa” ( al-khurw ‘ala
al-sulthan). Dengan demikian, konteks ayat di atas adalah konteks
politik, yakni aturan yang berkait dengan hubungan antara rakyat
dan penguasa”'’

Imam Ibnu katsir '' menjelaskan bahwa Allah SWT., telah
memerintahkan perdamaian kepada dua golongan yang terlibat
perseturuan ( pembelotan). Dua golongan yang dimaksud di sini
ialah dua golongan orang mukmin. Dengan demikian orang-orang
yang statusnya bukan mukmin tidak termasuk di dalamnya.

Ayat ini pun secara insplisit mengisyaratkan bahwa
kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak
mendorong atau mengarahkan seseorang menjadi keluar dan
keimanannya, meskipun kemaksiatan yang 1ia lakukan tergolong
besar. Penegasan ini menolak anggapan atau pendapat Khawarij ,
Muktazilah, dan lain-lain golongan yang menyimpulkan bahwa
suatu dosa besar dapat mendorong pelakunya keluar darni keimanan.

Al-Alusiy berpendapat bahwa ayat di atas memernntahkan
kelompok-kelompok yang bertikai untuk melakukan perdamaian
(ishlah) di antara mereka, sekaligus memerangi kelompok yang
membangkang untuk didamaikan. Pada awalnya, terminologi
bughat atau Al-baghy terjadi antara dua kelompok mukmin,
kemudian imam atau penguasa melakukan upaya-upaya
mendamaikan kedua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok
melakukan pembangkangan ( Al-baghy ), artinya tidak mau
didamaikan, maka kelompok itulah yang disebut bughat, atau
pelaku Al-baghy."

Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi A/-baghy
berubah menjadi sekelompok orang yang melakukan koreksi
bersenjata kepada pemerintahan, seperti apa yang telah dilakukan
oleh khawrij. Jadi, pembangkangan yang terjadi bukan antar
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kemudian imam  atau  penguasa  melakukan  upaya-upaya
mendamaikan kedua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok
melakukan pembangkangan ( Al-baghy ), artinya tidak mau
didamaikan, maka kelompok itulah yang disebut bughat, atau
pelaku Al-baghy."

Dalam perkembangan selanjutnya, terminologi Al-baghy
berubah menjadi sekelompok orang yang melakukan koreksi
bersenjata kepada pemerintahan, seperti apa yang telah dilakukan
oleh khawrij. Jadi, pembangkangan yang terjadi bukan antar
kelompok Islam lagi, akan tetapi pembe]otan yang dilakukan oleh
pihak pembelot kepada pihak penguasa.'®

Pendapat semada dikemukakan oleh Ibnu ‘Arabiy,"
menurutnya, ayat dalam surat al-Hujurat di atas asalnya ditujukan
untuk memerangi kaum muslimin yang enggan melaksanakan
perdamaian. Namun, ayat ini juga memerintahkan penguasa agar
memerangi orang-orang yang melakukan ta’wil terhadap agama
menurut keinginan dan kepentingan pribadinya, seperti bunyi
hadits “yugtal ‘Ammaran al- fiat al-bagiyat” ,dan hadits yang
berkenaan dengan kelompok khawarij. Di samping itu, Imam Ibn
‘Arabiy memberi beberapa , catatan penting tentang surat al-
Hujurat di atas yang terangkum seperti berikut ini :

Pertama, ayat di atas secara eksplisit memerintahkan
penguasa untuk memerangi kelompok-kelompok yang melakukan
pembangkangan dan pembelotan. Ibnu ‘Araby memfatwakan fardu
kifayah untuk menumpas pemberontakan.

Kedua, sebelum peperangan dilaksanakan, alangkah
baitknya jika ditempuh upaya-upaya perundingan dan juga
kemanusiaan atau apa namanya untuk menjaga terjadinya
peperangan , jika pertikaian tersebut dapat diselesaikan lewat jalan
diplomast.

Ketiga, semua proses perdamaian hendaknya dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip keadilan, karena dengan cara ini
kemaslahatan dunia dan akhirat akan terwujud.

Keempat, gendrang perang baru terlaksana, jika para
pembelot jelas-jelas secara fisik telah bergerak dengan persenjataan
untuk melakukan penyerangan. Jadi, pihak penguasa tidak
mendahului melakukan penyerangan, sebelum diserang.
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C. Rukun-rukun al-Baghy |
ang paling mendasar ialah : |

Rukun-rukun Al-baghy 'y disertai kekuatan untyy

Keluar dari iman 2. I‘(elualr5 dengan
meruntuhkan 3. Maksud jahat.

1. Rukun Pertama : Keluar dari Imam

Suatu perbuatan dapat dianggap atau dinilai Sebc;g?l' Staty
perbuatan makar jika perbuatan tersebut sudah keluar E‘lmam.
Yang dimaksud dengan keluar dan imam adala}h menyalahi imam
dan melakukan tindakan untuk menumbangkan imam tersebut, atau
menolak hak-hak seorang imam yang mestinya dilaksanakan atau
diperintahkan. Padahal hak-hak tersebut pada dasarnya merupakan
perintah dari Allah SWT., yaitu suatu ketetapgn yang dltgjukag
untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, atau pribadi-pribadi yakni
untuk kemaslahatan pribadi-pribadi. Maka masuk di dalamnya
setiap hak yang diwajibkan syari’at oleh hakim pada mahkumnya,
dan setiap jamaah atas setiap individu , dan setiap individu atas
individu yang lain. Maka barang siapa yang menolak menunaikan
zakat, maka ia telah menolak suatu hak yang diwajibkan kepadanya
dan barang siapa yang menolak untuk melaksanakan hukum yang
berhubungan dengan hak Allah SWT. seperti had zina, atau
berhubungan dengan seorang individu seperti qishah, maka ia telah
menolak hak yang  diwajibkan kepadanya. Dengan demikian,

TAZKIYA 3

Vol. 13 No. 1 Janyari-Juni 2012

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

barang siapa yang menolak ketaatan terhadap seorang imam, maka
ia telah menolak hak yang diwajibkan atasnya. Begitulah kira-
kira,'* |

Namun jika penolakan dari ketaatan itu dikarenakan
seorang amir yang maksiat bukanlah suatu tindakan makar al-
baghy) , akan tetapi itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap
mushim, Karena sesungguhnya ketaatan itu diwajibkan kecuali
dalam kebaikan dan tidak boleh dalam kemaksiatan, maka apabila
seorang imam memerintahkan sesuatu perkara yang menyalahi
syari’at , maka tidak boleh seorangpun mentaati apa yang
diperintahkan, jika demikian ketaatan itu wajib kecuali pada apa-
apa yang dibolehkan oleh syari’at."’

Keluar dari ketaatan itu kadang-kadang menimpa kepada
seorang kepala pemerintahan ( presiden atau perdana menteri ).
Maka barang siapa yang menolak ketaatan terhadap imam yang
memerintahkan maksiat, maka bukanlah suatu perbuatan makar,
karena hak perintah yang wajib ditaati itu bukanlah suatu hal yang
mutlak, akan tetapi ia adalah suatu hal yang terikat, yaitu ketaatan
yang terikat kepada perintah yang sejalan dengan syari’at. Jika
tidak, maka ketaatan itu hilang secara langsung. Hal ini sesuai
dengan maksud firman Allah SWT.

Pemimpin adalah kepala Negara Islam yang tertinggi atau
orang yang mewakilinya yang terdiri dari sultan, menteri atau
hakim dan seterusnya. Para ahli fikih menggambarkan kepala
Negara Islam ialah imam yang tidak ada lagi orang yang berada di
atasnya. Atau yang sederajat dengannya secara mutlak.'

Keberadaan imam merupakan suatu kewajiban umum
(fardhiu kifayat) dalam syari’at islam seperti halnya peradilan.
Setiap imam, untuk kepentingan umat , mesti menegakkan sunah ,
menghancurkan kedzaliman, menyempurnakan hak-hak, dan
menegakkan keadilan.tidak ada perbeaan sedikitpun diantara para
ulama fikih tentang hal ini. Syarat-syarat yang harus, digenuhi oleh
seorang imam adalah muslim, dewasa, dan adil.” Tidaklah
dianggap keluar dari imam sebelum ia ditetapkan atau dikukuhkan.
Pengukuhan imam harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya :
(1). Dipilih melalui siding ahl al-Halli wa al-Aqd yang terdiri dari
unsur ulama, ahli fikih, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan
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dzalim dapat mengetahuinya”. Tradisi saling mengamanatkan pada

generasi sesudahnya terjadi pula masa Umayyaga dal? Abbasiyah
seperti apa yang dilakukan Muawiyah kepda keturunannya
demikian halnya yang terjadi pada yang lain. (3). Para kepala
Negara pada masa lalu pun memerintahkan untuk melakukan
musyawarah dalam suatu kelompok masyarakat tertentu untuk

memilih kepala Negara yang baru di antara mereka, atau hal
tersebut ditempuh melalui lembaga ahl -Hall wa al-aqd
sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ketika memerintahkan
untuk melakukan musyawarah di antara enam orang sahabat utama
yang dari mustawarah tersebut terpilih Utsman sebagai pengganti
Umar.

Apabila seorang kepala Negara ditetapkan salah satu proses
di antara proses-proses yang tiga tadi, maka suatu tindakan keluar
dari kepala Negara itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan
Al-baghy,. Namun sebaliknya jika seorang kepala Negara tidak
ditetapkan melalui salah satu damn tiga proses tersebut, maka
tindakan keluar dari imam tersebut tudak dianggap sebagai suatu
tindakan makar (4/-baghy) demikian juga pelakunya tidak dapat
dikategorikan sebagai bughat,”’

Meskipun prinsip keadilan merupakan salah satu syarat di
antara syarat-syarat kepemimpinan, namun pendapat yang paling
kuat, di antara pendapat empat imam madzhab dan syi’ah zaidiyah.

TAZKIYA 8 Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2012

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

membiarkannya  berkuasa , maka - mayarakil hethak — untuk
melakukannya.?' Zhahiriyah  berpendapat - bahwa - keluar dar
ketaatan imam itu sesuatu hal yang diharamkan kecuals ymarmn
tersebut seseorang yang berdosa,

Malikiyah berpendapat bahwa wajib hukumnya memerang)
ahl al-'ashobiyat jika imam sescorang yang, adil, namun jika imam
tersebut bukan scorang yang adil, maka wajib keluar dari ketaatan
tersebut untuk menunjukan agama Allah, Sedangkan jalan terakhir
yang dapat dilakukan untuk menghadapi dan menyelesaikannya
adalah dengan cara berdiam diri, kecuali jika merasa mampu. atau
memiliki kemampuan maka seranglah dengan kekuatan, Tentang
hal ini, Izzuddin Abdussalam berpendapat bahwa kefasikan scorang
pemimpin itu kadang-kadang sama, bisa saja scscorang itu dinilai
fasik dikarenakan membunuh schingga apakah bolch membantu
seseorang untuk mempertahankan kekuasaannya sedangkan ia
dianggap maksiat. Menurut Audah, boleh membanty pemimpin
seperti itu untuk menghindari sesuatu dengan dampak yang lebih
besar. »

Pendapat yang paling kuat di kalangan mazahab Maliki
beperndapat bahwa haram hukumnya keluar dari ketaatan kepada
seorang imam atau pemimpin yang durhaka sekalipun. Karena yang
disepakati dalam mazhab ini ialah seorang imam yang durhaka
sekalipun tidak boleh memerangi orang-orang yang keluar dari
ketaatan pemimpinnya dikarenakan kefasikan pemimpin itu. Jadi
sebelum pemimpin itu memerangi masyarakat, ia wajib meninggal-
kan kefasikannya dan kemudan barulah ia mengajak masyarakat
untuk mentaatinya, sehingga jika mereka tidak mau taat barulah ia
memeranginya.

Semua Mazahab fikih sepakat bahwa tidak boleh
memerangi kelompok atau orang —orang yang keluar dari ketaatan
seorang pemimpin sebelum dilakukan klarifikasi tentang sebab
musabab keluarnya mereka. Jika kemudian apa yang disampaikan
masyarakat itu dinilai memiliki nilai kebenaran, maka penguasa
wajib menyelesaikannya dan kemudian barulah penguasa itu
memerintahkan mereka untuk mentaatinya. Namun, jika mereka
menolak, maka perangilah mereka tersebut. Inilah maksud firman
Allah dalam surat al-Hujurat tersebut. ”

Dalam ayat tersebut, Allah memerintah untuk melakukan
ishlah barulah kemudian peperangan. Jadi tidak boleh
mendahulukan peperangan dari pada ishlah. Tidak ada yang
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' darah dan harta kaum
Mereka tidak menghalalkan Kay
mu;lir:in, dan tidak merendahkan martabat kaum wanita, *

Argumentasi yang dimaksud adalah menyebutkan sebab

keluarnya mereka yang disertai dengan dalil tentang sebab tersebut

dan argumentasi yang menjadi dasar pemikiran mereka yang ?el.ntq
saja memiliki peluang benar dan salah. Suatu argumentasl dlnlla¥
salah, jika argumentasi tersebut tidak sesuai dengan fakta apalagi
dalil yang dijadikan pijakannya sangat lemah. Seperti pengakuan
penduduk Syam bahwa Ali mengetahui pembunuh Utsman.

Seperti argumentasi orang-orang yang m-enolak membayar
zakat pada masa khalifah Abu Bakkar Shiddik. Sesungguhnya
mereka tidak menolak membayar zakat, hanya mereka mau
membayar zakat kepada orang yang shalatnya dapat memberi rasa
te‘nan; sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Tawbah [9] ayat
103, ©

Demikian juga dengan kasus Khawarij. Mereka telah
mengkufurkan sebagian shahabat Rasulullah SAW setelah
terjadinya peristiwa tahkim pada peperangan Shiffin. Khawarij
menilai orang-orang yang berseteru pada peristiwa fahkim tersebut
hanya berpegang kepada kedua orang juru runding yang faktanya
tidak menggunakan hukum Allah SWT , tapi menggunakan hukum
manusia. Padahal jelas dalam al-Quran disebutkan bahwa “/a
hukma illa lillah . Hal ini adalah suatu perbuatan yang termasuk
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taam cosa besar. Dan Pelaku dosa besar menurut Khawarij
dibukumi kufur, *’
Sedangkan yang dimaksud dengan senjata dan kekuatan
ialah jumlah dan kekuatan, artinga besarnya  kekuatan yang
memungkinkan mereka untuk melakukan penyerangan, mengajak
untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan massa, dan melakukan
permusuhan kepada pemerintahan  atau hal-hal di luar itu yang
menunjukkan sikap penentangan terhadap imam. **
Mazhab Syafi’i mensyaratkan kekuatan dan senjata dalam
suatu aksi makar itu ditangani oleh seorang pemimpin atau imam
yang ditaati dalam kelompok tersebut. Sebab suatu kekuatan massa
yang besar sekalipun yang didukung oleh suatu kekuatan
persenjataan yang besar tidaklah mungkin dapat bergerak tanpa
adanya dasar pemikiran dari seorang pemimpin yang ditaati.”’
Hukum orang yang keluar dari ketaatan kepada seorang
pemimpin tanpa disertai argumentasi dan orang yang keluar dari
ketaatan kepada pemimpin dengan disertai argumentasi tapi tanpa
disertai kekuatan senjata dan massa, menurut Hanafiyah dan
Hanabilah adalah sama kedudukannya dengan para penyerang
(muharib). Pendapat Ahnaf dan Hanabilah di atas, sejalan dengan
pemikiran Syafi’iyah. Menurut Syafi’iyah, mereka dengan kategori
di atas, dihukumi sesuai dengan perbuatannya, jika mereka
melakukan perampokan, maka dihukumi sebagai perampok, begitu
juga jika mereka meakukan kejahatan bentuk lainnya. Setelah
diteliti, memang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab
fikih tentang hal ini. Oleh sebab itu, jika mereka melakukan
penyerangan, maka janganlah dihukumi sebagai pemberontak,
kecuali memenubhi syarat sebagai pemberontak. Karena orang yang
menyerang dengan argumentasi, tidaklah sekedar menyerang untuk
kepentingan harta benda semata namun memiliki maksud dan
tujuan lain yang lebih besar, yaitu kekuasaan. *°
Mengenai kedudukan orang yang membelot atau keluar dari
ketaatan seorang imam dengan disertai argumentasi tetapi tanpa
memiliki kekuatan senjata, dihukumi sebagai perampok saja.
Demikian pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanabilah dan
Hanafiyah. Namun, pendapat Syafi’iyah berbeda dengan pendapat
kedua imam tersebut, menurut Syafi’iyah, orang dengan criteria di
atas sudah sah dihukumi sebagai pemberontak.

Menurut Syafi’iyah, alasan orang yang mensyaratkan harug
adanya kekuatan senjata untuk disebut sebagai pemberontak dinilai
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: , sl dilakukan oleh by
lemah bila melihat apa yang tela . el
kepada Ali bin Abi Thalib. sebega"g?";’h‘:‘l'i‘g“‘:‘;" Vi
Ibru Muljam membunuh ali bin Abi er;tasi me’ﬂkuka%‘
sendirian, tapi ia melakukannya dengan a‘rigum o ‘

Ada pun orang yang keluar dengan dal:g“me"‘asi 4
memiliki kekuatan senjata sekaligus , maka ti - Tagu lagj harl’
tersebut sebagai perbuatan makar menurut Syafi’iyah dan Ab,
Hanifah. Baik itu dilakukan oleh Khavgarlj atau bukap KhaWari'
menurut mereka berdua, bukanlah fasik atau kufur, akan tetay
pemberontak (bughat). ' L

Hanabilah, Hanafiyah, dan jumhur ulama menils; Khayg:
yang telah mengkufurkan Ali, Zubair, Thal}xah_, dan Mua’wl-y ahf
menghalalkan darah dan harta orang mukmin u sebagai pe;
pemberontakan. Menurut Imam Malik, Khawarij i ey ¥
Pelaku pemberontakan (bughat) dan fasik sekaligyg Nafnun
mereka dapat dimaafkan jika bertaubat Jika mereky tiday
bertaubat, mereka diperangi atas perbuatannya bukan
kekufurannya. Imam Abu Hanifah menilai Khawarij sebagaj
dari akidahnya dan dari segi muamalahnya dihukumj bughqr 3

Tentang al-Baghy, Malikiyah berpendapat bahwa p,

atau (al-baghy) ialah suatu usaha penolakan terhadap

Seorang ip,
dan  pemerintahan

yang bersih dengan maksyd e

—
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Quraisy, boleh membunuh  anak-anak, merendahkan martabat
wanita, menolak takdir,dan menolak zakat "'

| Kalangan Dzahiriyah juga berpendapat bahwa pelaku makar
bukanlah semata-mata pembangkangan terhadap kepemimpinan
atau pemenintahan, namun bisa juga dilakukan oleh individu yang
membangkang terhadap saudaranya. Atau bahkan bisa juga seorang
peniiipin yang membangkang dapat dikenai sebagai belaku makar
dalam perspektif Dzahiriyah.

Mengenai pembangkangan dengan tujuan menegakkan
kebgngran, Dzz}hmyah, Ahnaf, Syi’ah Zaidiyah, sebagian
Malikiyah, menilai bahwa itu bukanlah perbuatan makar. Karena
mercka melakukannya atas nama kebenaran dan keadilan. Namun,
menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah, menilai
bahwa. mereka yang melakukan pembangkangan terhadap
pemerintahan meskipun tujuannya baik tetap saja dihukumi sebagai
makar. Karena perbuatan pembangkangan itu bukanlah cara yang
terbaik dalam melakukan koreksi kepada pemerintahan. Namun
bentuk makar seperti ini bukanlah makar yang mutlak, tapi makar
dalam tataran cara, yaitu kelompok orang yang salah dalam
menempuh cara menuju kebenaran. Kemudian haram hukumnya
membangkang kepada seorang imam yang telah ditetapkan melalui
proses yang sah. Namun ada pula sebagian Syafi’iyah yang
menilai bukanlah perbuatan makar jika pembangkangan tersebut
ditujukan kepada pemerintahan yang dzalim.

Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Malikiyah, yang
dimaksud dengan pembangkangan dengan tujuan baik adalah suatu
perbuatan yang bertujuan mendzalimi pemimpin yang berbuat
dzalim dan menuntutnya untuk meninggalkan kedzaliman tersebut.
Menurut Malikiyah, masyarakat wajib menolong orang yang
melakukan pembangkangan kepada pemimpin yang dzalim.
Sedangkan menurut Hanafiyah, umat Islam dilarang memberikan
bantuan kepada pelaku pembangkangan tersebut.

Tentang apakah seorang imam dapat melakukan perbuatan
makar, empat imam Mazhab plus Syiah Zaidiyah berpendapat
bahwa seorang imam tidak dapat malakukan perbuatan makar,
karena makar ialah pembangkangan yang bertujuan menjatuhkan

pemerintahan.
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. fan yan ,
pfmtizllf;zsnp:mlx?aegunnh)elndaknya seorang imaim melakukan upaya
fli'all1 d yrﬁelakukan pendekatan persuasive dengan tujuan
o eka melakukan pembelotan tersebyt

mengetahui alasan-alasan mer maka 1
: i but ditemukan kebenaran, gugurlah
Jika dalam dialog tersebu pembuat makar, tapi justry

aroumentasi argumentasi sebagai i .
ko%llg?si tersebut suatu jalan unfuk menuju suatu perbaikan dag
kenenaran. Pendekac}tan itulah yang dulu pernah dilakukan oleh Alj

dalam perang jamal. ; .
pIe(enapa harus ada usaha-usaha untuk mengajak para

pembangkang untuk kembali kepada ketaatan, karena  tujuan
peperangan sendiri ialah untuk menghindari dan  menhan
terjadinya anarkisme di tengah-tengah masyarakat bukan untuk
memerangi mereka. Bahkan jika masalahnya dapat diselesaikan
dengan diolog, maka langkah baiknya peprangan itu dihindari. %

Para pembangkang masih dinilai sebagai pelaku makar, jika
mereka masih berada dalam markas peperangan atau pertahanan.
Jika mereka melepaskan senjata, menghentikan peperangan karena
terluka, maka peperangan harus segera dihentikan. Karena
keberlangsungan peperangan itudapat dilhat dari penggunaan
kekuatan.

Menurut Syafi’iyah, masyarakat muslim harus terus
memantau pergerakan para pemberontak yang terkalahkan tapi
masih berkumpul, atau menarik pasukannya secara sistematis, tapi
jika mereka kalah, berpencar, dan terpecah yang  disertai
menyurutnya kekuatan mereka, maka janganlah diikuti,
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3. Rukun Ketiga t Maksud Jahat

Syarat suatu perbuatan dinilai makar ialah ketika ada
maksud jahat, yaitu kelvar dani imam untuk menumbangkan
pemerintahan yang sah. Jika seserang membelot dari ketaatan
kepada seorang imam yang tidak bermaksud menubangkan
pemerintahan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan
makar.*®

Pembelotan terhadap seorang pemimpin atau pemerintahan
yang dikategorikan sebagai perbuatan makar ialah jika seseorang
atau kelompok orang memiliki niat mencopot imam dan menolak
ketaatan aau menolak perintah untuk dilaksanakan, dan jika keluar
dalam rangkan menghindari kemaksiatan , maka hal ini bukanlah
makar.

D. Khawarij sebagai Model Pemberontakan Bersenjata

Aliran ini muncul pada abad ke satu hijrah atau delapan
masehi pada masa khalifah Alibi Thalib. Kemunculannya
dilatarbelakngi oleh konflik politik antara Ali dan Mu’awiyah Bin
Abi Sofyan. Mu’awiyah menolak membai’at Ali sebagai khalifah,
schingga Ali mengerahkan pasukan untuk memerangi Mu’awiyah,
demikian pula sebaliknya. Maka terjadilah erang Shiffin.

Dengan kepiawaian Amr Bin al-‘ash  akhirnya Al
menyetujui tahkim di kala pasukannya sudah memperlihatkan
tanda-tanda kemenangan. Keputusan Ali yang menerima tahkim
menyebabkan sebgian pengikutnya keluar dan mengangkat
Abdullah Tbn Wahhab al-Rasuli sebagai pemimpin mereka.
Kelomok ini kemudian menyingkir ke harura dan kemudian dikenal
denga Khawarj dengan muhakkimah sebagai  dasar
pemberontakannya. *°dengan anggapan bahwa orang-orang yang
menerima tahkim telah menjadi kafir, karena tidak menghukumi
denagn hukum-hukum Allah SWT.,*

Di antara pemikiran mereka adalah : pertama mengakui
legalitas kekhilafahan Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab tetapi
tidak mengaui kekhalifahan Utsman bin ‘Afandan Ali Ibn Abu
Thalib. Utsman Bin ‘Affan dinilai telah menyimpang dari keadilan
dan kebenaran di akhir masa jabatannya. Sedangkan Ali dianggap
telah melakukam dosa sarbesar dengan menerima tahkim. Kedua,
mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila tidak bertobat.
Etiga, suatu kekhalifahan dipandang sah bila melalui pemilihan
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mulmtxlmms mtku':ImUS ) Khawaril merinci  beberapa Prinsip,
Secara SUS,

 hali ifahan, yaity .
mmllggzzrgaghli?\:lcil?:hkﬁlﬂl memiliki kekuatan, ilmu, memjj;}

keutamaan, dan wara’ -

2. Dipilih oleh seluruh kaum muslimin secard bebas
3. Dibai’at oleh seluruh ka
4. Tidak boleh melawan ajarai
5. Harus memperhatikan kemas

Bila persyaratan tersebut di atas tidak tefpe;(lauhl, berarij
khalifah tersebut telah menyimpang dari kebenaran sekaligus telap
berbuat dhalim sehingga mengakibatkan wajibnya memberom
Di samping merupakan sebuah kewajiban, menurut khawarij,
pemberontakan terhadap pemimpin yang tidak adil merupakap

perwujudan keimanan . o
Segala tindakan, perilaku, teorl, dan prinsip kelompok

Khawarij merupakan cerminan dari karakteristik yang mereka

miliki. Gigih dalam membela mazhab dan mempertahankan

pendapatnya dan kuat dalam beragama merupakan cirri khas
karakter yang mereka miliki. Di samping it, mereka juga terkenal
dengan keteguhan dalam memegang makna tekstual sebuah ayat
sekaligus meyakininya sebagai agama suci yang tidak boleh
dilanggar.

Pemahaman tekstual mereka mengakibatkan penalaran yang
sempit jika menemukan lafadz singkat dengan makna yang luas.
Karakter-karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dengan factor-
faktor pembentuknya. Pegunungan yang tandus , kehidupan yang
sulit jauh dari pusat kota merupakan cirri khas kehidupan mayoritasg
para pengikut Khawarij . Hidup di pegunungan yang jauh ar
peradaban yang modem dan ilmu pengetahuan menyebabkan
kedangkalan dan kepicikan dalam berfikir. Kehidupan yang sulit
menyebabkan terpatrinya sifat zahid yang serba kontras dengan
sifat kasar , dingin tanpa belas. Semua karakter di atas memben?uk

um muslimin

[slam o
[ahatan kaum muslimin
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i;\:?a;‘:t;, :::,i!-a:::::m.:;'“-nam ’d'i semua bidang kehidupan dan
g 8 sampai politik kenegaraan

\ Dalam masullf\h kt}khilnlh_hnn, mereka beranggapan bahwa
:::f\g}:}ttgzka}ntm khalifah  tidak filpﬁrlu‘kan jika masyarakat dapat

enyelesaikan masalah sendiri. = Jika masyarakat berpendapat
bahwa masalah mercka tidak dapat disclesaikan dengan tuntas
tanpa seorang imam yang dapat membimbing masyarakat ke jalan
yang benar, maka ia boleh diangkat. Jadi, pengangkatan imam,
menurut mereka, bukanlah suatu kewajiban menurut syara, tetapi
hanya suatu .l.(ebolehan. Kalaupun pengangkatan itu menjadi wajib,
me.tkal ke_vsfajlban ini berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan
Prinsip ini berasal dari aliran Najdat, salah satu aliran dalam
Khawarij yang diadopsi oleh seluruh aliran Khawarij. *

Menurut Khawarij, seorang ulul amri harus ditaati bila
pgngangkataannya dilakukan dengan sah. Satu pengangkatan
dianggap sah hanya jika didasarkan pemilihan yang benar-benar
bebas dan dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa diskriminasi..
Dan seorang khalifah tetap dalam posisinya selama ia berlaku adil,
melaksanakan syari’at dan jauh dari kesalahan dan penyelewengan.

Dalam hal kriteria seorang pemimpin, Khawarij dianggap
sebagai pencetus demokrasi dalam Islam. Disebut demikian, karena
kelompok ini telah menembus hegemoni suku Quraisy dalam
monopoli jabatan khalifah dalam Islam. Padahal mayoritas ahli
fikih dari kalangan Ahl al-sunnah menetapkan syarat “harus dari
suku Quraisy” untuk dapat menduduki kedudukan khalifah.

Betbeda dengan nmayoritas ahli fikih, Khawarij
berkeyakinan bahwa imamah dinilai sah jika diepegang oleh orang
yang bukan dari suku Quraisy.” Menurut Khawarij, jabatan
khalifah bukan hak khusus keluarga arab tertentu, bukan monopoli
orang Quraisy, bukan pula khusus untuk orang Arab dengan
menafikan bangsa lain, melainkan semua bangsa mempunyai hak
yang sama. Khawarij, bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk
memegang jabatan khalifah supaya mereka mudah untuk
menjatuhkan jika ia menyeleweng. Berdasarkan prinsip ini mergka
memilih Abdullah Ton Wahhab al-Rasibiy, seorang non-Quraisy
menjadi Khalifah dengan gelar Amirul Mukminin. ‘

Menurut khawarij, kaum mawali berhak memegang jabatan
khalifah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan .
Kelompok Khawarij dalam menetukan criteria seorang ulql amri
mengedepankan kualitas intehritas pribadi dari pada segl yang
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Khawarij menyangkut ketaatan kegada 1mam adalfl‘hﬂklfwajlban
memberontak kepada imam yang lalim. Sehingga mulailah merek,
memikirkan dan mempersoalkan imamah, persyaratannya dan
metode-metode penegakannya, masalah keadilan, dan kezaliman,
lalu menyusun pendapat-pendapat politik mereka yang terpisah,

ISR

hambal

E. Kesimpulan o
DaI:i beberapa uraian di atas, dapat ditrik beberapa

kesimpulan sebagai berikut : ! .

1. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbpatan
makar (al-baghy) haruslah memenuhi unsur-unsur berikut |
yaitu pertama, memiliki ideology, kedua, memiliki kekuatan
massa, financial, dan senjata, ketiga, berniat menjatuhkan
kepemimpinan seorang penguasa;

2. Menurut Malikiyah, makar atau (a/-baghy) ialah suatu usaha
penolakan terhadap seorang imam dan pemerintahan yang
bersih  dengan maksud hendak menumbangkan
pemerintahannya baik dengan kekuatan senjata atau tanpa
kekuatan senjata, baik dengan argumentasi atau tidak. Oleh
sebab itu, setiap penolakan yang disertai usaha untuk
menumbangkan suatu pemerintahan, maka sah disebut sebagai
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maker. Baik dengan  kekuatan atau tidak, baik dengan
argumentas atau tanpa argumentasi h

3 Menurut  Hanafiyah  dan  Hanabilah  Mengenai
kedudukan orang yang membelot atau keluar dari ketaatan
scorang imam dengan disertai argumentasi tetapi tanpa
memiliki kekuatan senjata, dihukumi sebagai perampok saja
Namun, pendapat Syafi’iyah berbeda dengan pendapat kedua
imam tersebut, menurut Syafi'iyah, orang dengan kriteria di
atas sudah sah dihukumi sebagai pemberontak.

4. Menurut Syafi’iyah, orang yang menolak kepemimpinan
scorang imam, memiliki argumentasi, meskipun tanpa
kekuatan senjata sudah sah disebut sebagai perbuatan makar.

Catatan akhir:

; Imam Malik, al-Taj wa al-Ikkil, (Beirut :Dar al-Fikr,t.th), .6, h. 276
Ibnu ‘Abidin, Hasyiah Rad al-Mukhtar ‘ala Rad al-Mukhtar, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1992), j. 3., h. 261, Ibnu Hammam al-Hanafi al-Anshari, Syarh
Fath al-Qadir li Ibn Hummam al-Hanafi ‘ala al-Hidayat Syarh Bidayat al-
Mubtadi, (Beirut : Dar al-Fikr, 1977), j. 6, h. 99-100

3 Tbnu Syaikh Abudin al-Romli, Nihayat al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-fikr,
t.th), j. 7, h. 402

4 Yunus Idris al-Bukhuty, Kasf fi Matn , (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), . 6,
h 158

5 Abi Muhammad Ali Ibnu Ahmad Tbnu Said, al-Muhalla, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.tsh), j. 10, h. 97-98

"Abdul Qadir Audah, al-Tasyri al-Jinai al-Islami, (Beirut: Muassasat al-
Risalah, 1988), j. 2. h. 674

8 Ibid

9 Moh. Najib, Tindakan Makar dalam Perspektif Hukum Islam, dalam
Khazanah, (Bandung: PPs JAIN Bandung, 2003), vol. 3, no. 1, h. 577

' Ibid

11 [mamuddin Abi al-Fida smail Ibnu Katsir al-Qursyi al-Dimasyqi, Tafsir
al-Qur 'an al-'Adzim, (Jeddah: al-Haramain, t.th),j. 4, h. 211
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aniy , ( Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyat, t.th), j. 9, h. 302

B Ibid ,

14 Abi Bakr Muhammad Ibn ‘Abdullah Ton ‘Arabiy, Ahkam Al-Quran,
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15 1.

Ibid
16 Ibid., h. 675
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